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Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk 
melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di 
Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga 
Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil 
Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan 
tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi 
untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar 
Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima 
tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara 
yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam 
penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research) yang berasal 
beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan 
dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara 
sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, 
sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukan 
dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat 
disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu, 
Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, 
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Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai 
pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak 
suaranya)   


















General Election is an order of the 1945 Constitution to implement the principle of 
people's sovereignty exercised every five years within the State of the Republic of 
Indonesia with the aim of: a) Establishing a People's Consultative Institution 
imbued with the spirit of Pancasila and the Constitution of the Republic of 
Indonesia, b) representatives of the people and the President and Vice President in 
continuing the struggle to defend and develop the objectives of the State, c) 
Elections is a means of implementing democracy to uphold the establishment of 
Pancasila and defend the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, d) To 
ensure the sustainability of the government five years and fill National 
development. Research is a normative juridical research that analyzes against the 
principle of law. The source of data in this study is to use the secondary data (library 
research) which derives some relevant legal material such as the Criminal Law 
Codes, Law Number 7 of 2017 and the PKPU Regulations related to the General 
Election. The document will be analyzed and then systematically arranged which is 
ultimately used as a conclusion material, so that it can answer the problem. The 
Criminal Act of General Election may be included in special crime, namely, 
criminal and electoral violations, both regulated in the Criminal Code (Penal Code) 
and regulated in Law Number 7 Year 2017 on General Election. The parties that 
may be subject to the election are not; a) Electoral Election (KPU, Banwaslu, 
Government), b) Election Contestants (Political Party, Candidate of DPR, DPD, 
DPRD, Presidential Candidate and President). Communities as legal subjects (as 
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voters, Success Team including Community who invited not to exercise their right 
to vote)  
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